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ABSTRAK

Globalisasi yang tengah bergulir membawa sejumlah tuntutan yang perlu di respon
oleh dunia pendidikan, tak terkecuali oleh perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pembelajaran untuk hidup dan kehidupan. Dalam rangka
memenuhi tuntutan, yakni menghasilkan lulusan yang memiliki sejumlah
kompetensi untuk dapat berdaya saing dalam kehidupan abad ke-21, diusulkan
adanya upaya revitalisasi LPTK melalui implementasi kurikulum yang berorientasi
KKNI dan berwawasan kebangsaan. Ouput dari pemberlakuan dari kurikulum ini,
diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi personal,
kompetensi sosial, dan kompetensi intelektual dengan karakter berwawasan
kebangsaan. Nation and Character Building tetap dijadikan landasan revitalisasi
untuk menghasilkan lulusan berwawasan kebangsaan dengan ciri memiliki: (1)
pandangan politic of recognition; (2) prinsip human dignity; (3) sense of social
consciousness; dan (4) rasa kebangsaan.

Kata kunci: kurikulum, wawasan kebangsaan, pembangunan keberlanjutan

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya globalisasi merupakan suatu proses yang bergerak dengan
kecepatan berbeda di berbagai wilayah dan masyarakat di planet bumi. Sebagai
suatu proses, globalisasi menuntut adanya interaksi antar bangsa yang di dalamnya
terkandung fenomena untuk saling ketergantungan, saling mengisi dan memberi
bahkan persaingan dalam mencapai suatu tujuan. Fenomena ini menunjukkan, di
era global masyarakat dunia dituntut untuk memiliki daya saing guna meraih
berbagai peluang yang ada. Intinya dalam memasuki proses globalisasi perlu
dipersiapkan unsur dari pelaku globalisasi itu sendiri, yakni manusia dengan
pemilikan sumber daya manusia yang unggul (Micklethwait dan Wooldridge,
2007).

Masalah pengembangan sumber daya manusia di Indonesia telah menjadi
isu sentral di berbagai lembaga, tak terkecuali dalam lingkungan lembaga
pendidikan sejak beberapa dekade terakhir. Khusus untuk jenjang perguruan tinggi,
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pemerintah telah mengeluarkan Kerangka Kulifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012, sebagai
pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang perjenjangan
kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam
rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes). Perguruan tinggi sebagali
penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur kelulusannya, agar
lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang setara dengan capaian
pembelajaran yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI dan standar
kompetensi yang ditetapkan.

Rumusan kompetensi oleh pemerintah, juga telah direspon oleh Lembaga
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk mendukung tercapainya visi
pendidikan Indonesia tahun 2025. Dalam rangka mewujudkan profil lulusan yang
profesional, LPTK memandang perlunya dirancang sebuah kurikulum yang
menjamin ketercapaian kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan
tinggi dengan membuat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran,
bahan kajian, proses dan penilaian. Sekaitan dengan kurikulum, Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah meluncurkan program revitalisasi
LPTK pada tahun 2016 ini, dengan tujuan agar proses implementasi kurikulum
yang berbasis KKNI juga dapat diimplementasikan berbasis wawasan kebangsaan.
Program revitalisasi tersebut dinilai urgen agar lulusan tidak hanya dibekali dengan
sejumlah kompetensi baik personal, sosial, dan intelektual, namun tetap
mencirikan lulusan yang dapat menampilkan karakter berwawasan kebangsaan.

Paparan di atas, menunjukkan pendidikan adalah hal yang mendasar untuk
mencapai tujuan berkelanjutan. Dalam kaitan tersebut, Indonesia seperti banyak
negara lainnya telah memasukkan konsep berkelanjutan sebagai salah satu prinsip
dasar dalam pembangunan pendidikan nasional. Hal ini ditunjukkan pada Undang-
Undang Pendidikan Nasional yang menjadikan pendidikan untuk perkembangan,
pengembangan dan atau pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu paradigma
pembangunan pendidikan nasional (Hatzopoulus, 2007). Hal ini penting karena
lulusan perguruan tinggi adalah salah satu pemangku kepentingan yang memegang
peran penting dalam upaya tersebut. Begitupun bagi LPTK sebagai bagian dari
komunitas pendidikan di Indonesia, memiliki kewajiban moral dalam mengadopsi
prinsip-prinsip pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem
pendidikannya.

PEMBAHASAN

Munculnya istilah pembangunan berkelanjutan adalah akibat dari tumbuhnya
kesadaran terhadap globalisasi. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan
yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan.
World Commission on Environment and Development (dalam McKoewn, 2002),
memberikan deskripsi dari Pembangunan Berkelanjutan sebagai : “Sustainable
development is development that meets the needs of present generations without
compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Praktik-
praktik keberlanjutan pada saat ini yang dilakukan oleh lembaga pendidikan akan
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berdampak pada kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.
Oleh karena itu, untuk mengaktualisasi peran pendidikan tinggi dalam mengejar masa
depan berkelanjutan, diperlukan perubahan yang signifikan dalam pendidikan tinggi.

Pandangan dan kepercayaan terhadap masa depan dan berpikir holistik
dengan visi jangka panjang menjadi suatu tuntutan. Tuntutan ini tentu saja juga
menyentuh sumber daya manusia yang disediakan oleh perguruan tinggi.
Perguruan tinggi tidak hanya mencetak mahasiswa yang berhasil dalam
kehidupannya, tetapi juga individu-individu yang dapat berpartisipasi dalam
membangun komunitas dan pembangunan berkelanjutan, dan kelompok-kelompok
profesional di masyarakat di berbagai sektor kehidupan yang tanggap dan
berkontribusi secara efektif pada pembangunan berkelanjutan. Kebutuhan tersebut
menuntut pendidikan tinggi untuk mengakui dan mengembangkan pemahaman
yang lebih baik terhadap praktik-praktik yang dapat menghasilkan luaran yang
terdepan, yang mampu mengupayakan untuk bergerak ke arah pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan (Depdiknas, 2009). Berdasarkan pemikiran ini, LPTK
sudah saatnya untuk mengedukasi dan melatih mahasiswa sebagai guru profesional
di masa datang dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab untuk berupaya
keras memenuhi kebutuhan di atas. Bila mahasiswa sebagai calon guru memahami
paradigm berkelanjutan sebagai suatu aspek dari tanggung jawab moralnya,
mereka akan menjadi warga negara yang melihat dirinya sebagai bagian dari alam
dan manusia lainnya. Dengan demikian, kelak mereka akan mempunyai kapasitas
untuk memfasilitasi pengembangan aktivitas-aktivitas pendidikan sebagai
tanggung jawabya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

LPTK dalam mengaktualisasikan pendidikan untuk pembangunan
berkelanjutan, perlu merancang program pembangunan berkelanjutan untuk: (1)
membantu mahasiswa belajar untuk berpartisipasi dalam membangun komunitas
dan pembangunan berkelanjutan; (2) mengambil langkah terbaik yang dapat
mengurangi dampak terhadap lingkungan; dan (3) mengusahakan keterampilan
dan atribut-atribut yang membantu kita berkontribusi pada keadilan sosial
(Cortese, 1999). Terkait dengan hal tersebut, LPTK harus menyiapkan lulusan
yang tidak hanya dengan kompetensi dasar terkait bidang pedagogik, tetapi juga
kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan untuk memahami bagaimana
mereka berinteraksi dan bekerja dengan masyarakat dan lingkungan lokal maupun
global dalam upaya untuk mengidentifikasi tantangan, risiko, dan dampak-dampak
potensial dari setiap tindakan manusia. Lulusan LPTK tidak hanya memahami
kontribusi pekerjaannya sebagai pendidik, tetapi juga dapat melakoni perannya
sebagai warga negara dalam berbagai kontek kehidupan budaya, sosial, dan
politik. Untuk itu, lulusan LPTK harus dapat bekerja dengan kompetensi: (1) dapat
bekerja dalam tim multidisiplin untuk mengadaptasikan bidang yang ditekuni
dengan kebutuhan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan; (2) mampu
mengaplikasikan pendekatan holistik dan sistemik untuk menyelesaikan persoalan;
(3) dapat mengambil peran serta dalam berbagai kesempatan yang tersedia terkait
pembahasan dan penentuan kebijakan ekonomi, sosial-budaya, politik dan
lingkungan untuk membantu masyarakat dalam mendukung pembangunan
berkelanjutan; (4) dapat mengaplikasikan pengetahuan profesionalnya dalam
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kaitannya nilai-nilai lokal (the core values) dan nilai-nilai universal; dan (5)
berwawasan kebangsaan.

Berdasarkan pemikiran di atas, LPTK perlu melakukan reorientasi
kurikulum dengan menekankan pada pengembangan pengetahuan secara nalar,
keterampilan intelektual dan keteramian sosial, perspektif dan nilai-nilai yang
menuntun dan memotivasi mahasiswa sebagai calon guru untuk dapat
berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kompetensi
pengetahuan, keterampilan, dan sikap harus ditekankan dalam melakukan re-
orientasi terhadap kurikulum formal dalam menunjang pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan (UNESCO, 2006). Di bidang pengetahuan,
kompetensi difokuskan pada: (1) dimensi sosial dan ekonomi; (2) perlindungan dan
pengelolaan sumber daya; (3) mem-perkuat peran kelompok-kelompok utama; dan
(4) cara-cara pengimplementasian pembangunan berkelanjutan (United Nations,
1992). Sedangkan untuk kompetensi keterampilan menurut McClaren (1989),
jenis-jenis keterampilan yang diperlukan mahasiswa terkait pembangunan
berkelanjutan di antaranya: (1) kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif
(baik lisan maupun tulisan); (2) kemampuan untuk berpikir dengan pendekatan
sistem; (3) kemampuan untuk mengelola waktu untuk memperkirakan, berpikir ke
depan, dan untuk merencanakan; (4) kemampuan untuk berpikir secara kritis
tentang isu-isu nilai; (5) kemampuan untuk memisahkan kuantitas, kualitas, dan
nilai; (6) kemampuan untuk bergerak dari kesadaran ke pengetahuan dan
diteruskan ke tindakan; dan (7) kemampuan untuk bekerja secara kooperatif
dengan orang lai. Pada kompetensi yang ketiga berkaitan dengan sikap, yakni
nilai-nilai yang perlu dibangun difokuskan pada nilai dasar penghormatan, yang
meliputi: penghormatan terhadap orang lain, penghormatan terhadap generasi
sekarang dan mendatang, dan penghormatan terhadap planet dari apa yang
disediakan untuk umat manusia (sumber daya, fauna, dan flora). Oleh karena itu,
nilai dan etika merupakan bagian sentral dari pengajaran pada semua disiplin
keilmuan (UNESCO, 2006). Paradigma sekaligus tuntutan dalam mengaktualisasi
pembangunan berkelanjutan sebagaimana dipaparkan di atas, menjadi tantangan
bagi LPTK sebagai lembaga yang menyelenggarakan pembelajaran untuk hidup
dan kehidupan. Untuk memenuhi tuntutan, terutama dalam menghasilkan lulusan
yang adaptif dan partisipatif dalam kehidupan abad ke-21, LPTK telah
mengembangkan kurikulum pendidikan berbasis KKNI. Standar kompetensi
lulusan dalam kurikulum pendidikan diorientasikan pada rumusan capaian
pembelajaran lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan KKNI,
yang meliputi: (1) standar isi pembelajaran; (2) standar proses pembelajaran; dan
(3) standar penilaian. Bahkan pada program revitalisasi LPTK yang baru saja
diluncurkan, implementasi kurikulum berorientasi KKNI juga aktualisasikan untuk
menghasilkan lulusan berwawasan kebangsaan (Direktorat Pembelajaran Ditjen
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek, 2016). Nation and Character
Building tetap dijadikan landasan revitalisasi untuk menghasilkan lulusan
berwawasan kebangsaan dengan ciri memiliki: (1) pandangan politic of
recognition; (2) prinsip human dignity; (3) sense of social consciousness; dan (4)
rasa kebangsaan. Melalui pandangan politic of recognition, diharapkan akan lahir
generasi yang menghargai keperbedaan dalam keberagaman (Setiawan, 2012).
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Mereka dapat menghayati, menerima dan menghormati keperbedaan etnis dan
lainnya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadikannya sebagai
modal kekayaan bangsa. Prinsip human dignity dikembangkan, agar mereka dapat
menghormati harkat dan martabat manusia dalam berbagai konteks kehidupan.
Sedangkan sense of social consciousness, dihayati sebagai suatu kesadaran untuk
dapat berkomunikasi, berinteraksi dan bekerja sama atas dasar kepedulian dan
kepemilikan (having) bersama nilai-nilai asli (the core values) jatidiri bangsanya.

Terakhir, rasa kebangsaan, dijadikan juga sebagai ranah kompetensi dalam
menghasilkan lulusan berwawasan kebangsaan. Rasa kebangsanaan adalah
kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir karena adanya kebersamaan sosial yang
tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta
kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini dan masa yang akan
dating. Unsur keberlanjutan, yakni dinamisasi rasa kebangsaan dalam mencapai
cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran
yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan
tujuan nasional. Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa
untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang
meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan
kepribadian bangsa. Dalam kedinamisannya, antar-pandangan kebangsaan dari
suatu bangsa dengan bangsa lainnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi.
Dengan benturan budaya dan kemudian bermetamorfosa dalam campuran budaya
dan sintesanya, maka derajat kebangsaan suatu bangsa menjadi dinamis dan
tumbuh kuat dan kemudian terkristalisasi dalam paham kebangsaan. Atas dasar
kedinamisan tersebut, revitalisasi LPTK dalam mengimplementasikan kurikulum
berbasis KKNI, perlu juga diorientasikan pada basis berwawasan kebangsaan
untuk menghasilkan lulusan dengan karakter: (1) kemandirian (self-reliance), atau
menurut istilah Presiden Soekarno adalah “Berdikari” (Basari, 1987). Dalam
konteks aktual saat ini, kemandirian diharapkan terwujud dalam percaya akan
kemampuan manusia dan penyelenggaraan Republik Indonesia dalam mengatasi
krisis-krisis yang dihadapinya; (2) sikap demokratis, sebagai sikap yang
menghormati kedaulatan rakyat dalam proses politik dan pengambilan keputusan
yang berkaitan langsung dengan kepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan
kemakmuran (Huntington, 1991); (3) mendahulukan Persatuan Nasional (national
unity), dalam konteks aktual dewasa ini diwujudkan dengan kebutuhan untuk
terwujudnya kebersamaan dan toleransi; dan (4) partisipasi warga dalam
memperoleh pengakuan martabat internasional (bargaining positions), sebagai
bentuk aktualisasi warga dalam membangun Indonesia yang bermartabat.

KESIMPULAN

Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan dalam kehidupan abad ke-21,
terutama dalam pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, LPTK telah
mengembangkan kurikulum pendidikan berorientasi KKNI dengan penetapan
standar baik pada isi pembelajaran, proses pembelajaran dan standar penilaian.
Ouput dari pemberlakuan kurikulum ini, diharapkan dapat menghasilkan lulusan
yang adaptif dan partisipatif dalam proses kehidupan di era global dengan
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pemilikan kompetensi pada ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Bahkan
pada program revitalisasi LPTK yang baru saja diluncurkan, implementasi
kurikulum berorientasi KKNI juga aktualisasikan untuk menghasilkan lulusan
berwawasan kebangsaan. Nation and Character Building tetap dijadikan landasan
revitalisasi untuk menghasilkan lulusan berwawasan kebangsaan dengan ciri
memiliki: (1) pandangan politic of recognition; (2) prinsip human dignity; (3)
sense of social consciousness; dan (4) rasa kebangsaan. Program revitalisasi ini,
sekaligus merupakan aktualisasi LPTK dalam pembekalan lulusan untuk memiliki
life and career skills, learning and innovation skill dan information media and
technology skills. Lulusan LPTK, harus memiliki sejumlah kompetensi yang
dibutuhkan, terutama dalam menghadapi realitas kehidupan abad ke-21. Oleh
karena itu, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan perlu dijadikan isu
bersama bagi lembaga pendidikan tinggi, dikaji secara bersama guna menghasilkan
sejumlah kebijakan yang dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung
pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan.
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